
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR 57 TAHUN 2o2L

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

BIS MI LLAHI RRAH MANI RRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk menindaklajuti ketentuan Pasal 298 ayat (3)

undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahln
Daerah dan PaLl 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 20lg tentang 
-Pengelolaan 

Keuangan Daerah, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh utara tentang

Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2A22;

L. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan baerah Otonom l(abupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaga Negara

nepuutit< Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
NegarJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a633);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a14
Nomor 244, Tanrrbahan Irembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54571 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322\;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Mengingat

{



c

[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 202O tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahur. 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20lg tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1B Nomor 33) sebagaimana telah aiutaf,
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pengadaan Baralg/Jasa pemerintah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negari
Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10g Tahun 2016
_t:ntang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 rtomor 20g3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi pemerintah Daerah (Berita Negara Republif,
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1I l4);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembngunan dal Keuangan Daerah Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita llegrri
Republik Indonesia Tahun 2020 Nombr 1781);

13. Peraturan Menteri peke{aan Umum dan perumahan RalcyatNomor 28/Prt/M/2016 tentang pedoman Analisis tla-J:ga
Satuan Pekeqjaan Bidang pekerjain Umum;

14. Peraturan Menteri pekerl'aan Umum dan perumahan RakyatNomor 22/Prt/M/2O18 tentang pembangunan Bangunan
Gedung Negara;

15. Qanun _Kabupaten Aceh Utara Nomor g Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik pemerintah Kabupaten Aceh Utarasebagaimana telah diubah dengan eanun Kabupaten AcehUtara Nomor 2 Tahun 2016 tenlang perubahan atas eanunKabupaten Aceh Utara Nomor d fahur, 2Ol3 t"-.rt rrgPengelolaan Barang Milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUEN POXOK KEGIATANPEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA iETiUI ZOZZ

{

Menetapkan:



J

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten AcehUtara.
3. Bupati adalah Bupafi Aceh Utara.4. Reacana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkatRKA adalah dokun

beri.si rencani ;;HrH:,:"ffixil". il,nif 1trilnffkegiatan serta rencana _ pembiayaan sebagai dasarpen,'usunan anggaran pendapatan dasn belanja d""r"rr. 
---

5. Satuan Kerja perangkat Kabupaten yang selanjutnyadisingkat sKpK adarah ee.arrgkai D;"rii ai pemerintahKabupaten Aceh Utara "y"rrg- - ar["":,rf. sebagaipengguna/kuasa pengguna dalam menglolamenatausahakan kgay8nan.barang mitit aaeraf, ;;;;dengan tangan pokok dan fungsiny;.
6. Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu dansebagainya dnegan pedoman vang jll.r;;;".
7. Standar Harga adalah penetapan besarnya harga barangsesuai jenis spesifikasi, dan kualitas aJ-"ri f (satu) periode

tertentu.
8. Harga satuan adalah Nilai suatu baraag yang ditentukanrupakan dengan uang persatuan jenis faiars;
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASBafataf 

:tand-ar yanc di+.nak; 
"","i1-p.'rr]r"ian kewqjaranatas beban keqja dan liaya program it^,, t"gi.,"n yangakan dilaksanakan oleh """t,iu"-t"1" 

liangtat daerahuntuk satu tahun anggaran.
10. Harga Satuan poko! K_egratan, yang selanjutnya disingkatHSPK adalah harqa barang .p". 

"""1i- 
5lang ditetapkarberdasarkan pembaiuannya dalam satu periode tertentu.

I1. Standar Betania ,ri1"1 Jj.ilan belanja yang ditetapkanberdasarkan Rtti.,.it"", ASB,, Kom pon.ri X Uui,"", RincianKomponen, volume 93 bgi ["gi.:t";"'*.*i.,g_masing
Satuan kerja perangkat Daerah.

12. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskanrincian kebuthan barang milik pemerintah untukmengh ubun gkan oen gaday* g"f"; y"; ;;.i"r, r.r u dneganh{Tr- vrrg sedang be,l,alan """i'&i""a."". 
dalammelakukan tindakan pemenuhan y""S 

"k; datang.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMDadalah semua barang ayang dibeii ai"u oip..lo"h atasbeban angggaran ne"g!r11ta"'a; ;i."j;;rl.ah atau yangberasal dari perolehan lainnya yanS sah:- 

-*'

/
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BAE} III
HSPK

Pasal 5

(1) HSPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
berlaku bagr seluruh SKPK di lingkungan pemerintah
Kabupaten Aceh Utara.

(2) HSPK sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagiaa tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6
HSPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan
Salah Satu Pedoman Dalam pen5,,usunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (RKA_SKPD)
Tahun 2022 d.alam Penyusunan dan pelaksalaan ApBK.

Pasal 7

HSPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah:
a. merupakan pembakuan biaya kegiatan konstruksi atau

non konstruksi melalui analisis yang di standarkan
untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan
enggunakan standar barang, harga satuan barang, dan
upah / honorarium sebagai elemen penyusunaJlnya;

{

BAB I]
ASB

Pasal 2

(1) ASB dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKpK dalam
menentukan besaran belanja maksimal kegiatan
berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian
Komponen, Volume dan Unit dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran.

(2) ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas
dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendaliaa dengan pembakuan
aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincinan Komponen,
Volume dan Unit

Pasal 3

(1) Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen,
Volume dan Unit dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat
ditambah.

(2) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan
dilaksanakan oleh SKPK belum terakomodir dalam
Peraturan Bupati ini, Kepala SKpK mengusulkan besaran
belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan
akuntabel setelah setujui oleh Tim Anggaran pemerintah
Daerah.

Pasal 4
ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (l)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan
!e.n9ana Kegiatan Anggaran (RKA) dan' Dokumen
I"l*p.131 Kegiatan 

-1One; Saiuan Kerja perangkat
?":."f, (SKPK) di lingkungan pemerintair Kabupiten
Aceh Utara;

c. HSPK untuk menentukan perkiraan harga bangunankonstruksi, ryhingga penentuan koelisien talam 'Harga
Satuan Pokok Kegiatan

d. bersifat muflal< dan tidat< menjadi acuan utama dalammembuat Engineer, Estimate 1ne) kareaa dapat berubah
denga.n metode pelaksanaan yang akan digunakan olehmasing-masing perencanaan.

e. merupakan Standar Harga Satuan pokok Kegiatan
tertinggi yang di dalamnya iermasuk pajak pertambahan
Nitai dan dapat dinegosiasikan kembali untukmemperoleh harga yang 

- 
lebih menguntungkan bagiPemerintah Kabupaten Aceh Utara Utarl;

f. merupakan standar biaya yang berfungsi seb.gai batast.S1rggr dalam penyusunan anggaran yang dalampelaksanaannya mengacu pada - kondisi ,ry.t dilapangan;
g. merupakan Standar penilaian kew4jaran atas bebankeg'a dan biaya yang digunakan uniuk melaksanakansuatu kegiatan pemerintah Kabupaten Aceh UtaraUtara;
h. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biayaperencana€rn (OED 

. 
Fisik) dan merupak", p".t ltr.rg"r,

satuan pokok pekerjaan;
i. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan

T!_111qk"" Harga perkiraan Serrdii/ Otoner Estim.ate(HPS/OE);
j. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi

harga penawaran calon penyedia barang/ jasa.

Pasa] 8
(1) ?3T Y,l,**a.satuan upah dan bahan yang dipakaioararn analrsa paket pekerjaan lebih rendah airi hargayang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah haria

:"t!* upah dan. bahan yang berlaku di pasarai,berdasarkan hasil 
"u*ey iar, ait t"pf.", olehdinas/instansi yang membidlngi tarang6asa.

(2) Datam - hal harga 
--satuan upah dan bahan yangditetapkan dalam Harga Satuan pokok Kegiatan inilebih tinggi dari harga yan_g ada di pasaran, maka hargayang digunakan dalam pel,aksan"r, *gg"o.r/kegiadn

adalah harga satuan upan aa, Urfr"r 7""g berlaku dipasaran.

Pasa] 9
( 1) ASB dan HSpK untuk barang-barang yang belum diaturdalam peraturan Bupati initenggu"n;kai a.ft , t".g"

lOrtceli.st) yang dikeluarkan/ditlrLpkan oleh Dina3/Instansi/ Pabrikan barang tersebut.

{



6

(21 Penyesuaian ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dapat terjadi akibat kenaikan
harga barang yang melebihi standar harga yang telah
ditetapkan, dan dapat dilakukan penyesuaian dengan
berpedoman pada harga pasar pada saat itu.

(3) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan
roda 4 (empat) dan/atau wilayah khusus, harga barang
dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada
lokasi setempat bersarkan Surat Keterangan yang
diketahui geuchik/mukim wilayah setempal dengan
memperhitungkan biaya angkut tambahan.

(41 Untuk pekerjaan yang lokasinya tidak dapat dijangkau
kendaraan roda 4 (empat) maka dilakukan penyesuiian
biaya transportasi tenaga manusia dengan
mempertimbangkan:
a. jarak lokasi pekerjaan;
b. faktor kesulitan pekerjaaan; dan
c. biaya tambahan lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Diundangkan di Lhoksukon

Pasal 10

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Lhoksukon
pada ber 021 M

P dil Awal 1443 H
a

H UTARA, &*

o D THAIB

Peraturan Bupati
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

*
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u
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pada tanggal 3 I Desember 202r M II U
.t

28 Jumadil Awal 1443 H

DAERAH
N ACEH UTARA.

RTALA

4 9ex \)

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2 1 NOMOR 77


